BAB 11
KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA
A. ADVOKAT
1. Pengertian Advokat

Advokat dalam bahasa Inggris disebut dengalvocate adalah
person who does this professionally in a court®f,lyang berarti seorang
yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Rklaga Dalam bahasa
Belanda kataadvocaatberarti procereur artinya pengacara, sedangkan
dalam bahasa Perancigvocat berarti barrister atau counsel, pleader
yang mana dalam bahasa Inggris kesemua kata térsedrujuk pada

aktivitas di Pengadilah.
MenurutBalck’s Law Dictionarypengertian advokat adalah

To speak in favour of or defend by arguménerbicara untuk
keuntungan dari atau membela dengan argumentasuk unt
seseorang), sedangkan orang yang berprofesi sedmgadat adalah
one who assists, defend, or pleads for another. Yéhders legal
edvice and aid, plead the cause of another beforeoart or a
tribunal, a counselofseseorang yang membantu, mempertahankan,
atau membela untuk orang lain. Seseorang yang erétah
nasehat hukum dan bantuan membela kepentingan daamgdi
muka pengadilan atau sidang, seorang konsuftan).

Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tantangokady

menyatakan bahwa:

' A. Sukris Sarmadiop.cit,Hal. 1
? Ishag,Pendidikan Keadvokatadakarta: Sinar Grafika, 2010, Hal. 3



Advokat adalah orang yang memberi jasa hukum, ldaiklalam
maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan
berdasarkan undang-undang yang berlaku, pengacaraktpk
ataupun sebagai konsultan hukdm.

Luhut M.P menerangkan di dalam bukunya yang beljuddvokat
dan Contempt of Courkata advocaat (Belanda) yakni seorang yang telah
resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setet@mperoleh gelar
mester in de rechten (MrlSecara historis advokat termasuk salah satu
profesi tertua dan dalam perjalananya, profesbatikan dinamai sebagai
officum nobile,jabatan yang mulid.Dalam buku lain kataadvocatus
(latin) mengandung arti seorang ahli hukum yang beikan pertolongn
atau bantuan dalam soal-soal hukulimana pertolongan atau bantuan
ini bersifat memberi nasehat-nasehat sebagai jas®& \baik, yang
kemudian perkembanganya dapat diminta oleh siapapyamg
memerlukan, serta membutuhkannya untuk membantacdex dalam

hukum.

Begitu juga di dalam kamus umum bahasa Indonesmtas PN
Balai Pustaka, 1976, disebutkan bahwa advokat lagiedagacara atau ahli
hukum yang berwenang bertindak sebagai penasehapatmbela perkara
dalam pengadilah.Pada zaman Belanda kata advokat selalu bersamaan
penyebutannya dengamosureur (pengacara), tetapi menurut Subekti, ia

membedakan istilah advokat dengamosureur Menurutnya advokat

* A. Sukris Sarmadiop.cit, Hal. 208

* Ishaqop.cit, Hal. 3

* Lasdin WlasCakrawala Advokat Indonesi¥ogyakarta: Liberty, 1989, Hal. 2
® Lasdin Wlaspp.cit.Hal. 3



adalah seorang pembela dan penasehat, sedamykaerreur adalah
seorang ahli hukum acara yang memberikan jasadalsen mengajukan
perkara ke Pengadilan dan mewakili orang-orang yemgerkara di muka

Pengadilar.

Pada zaman kerajaan Romawi peranan advokat hanydoeni&an
nasehat-nasehat, sedangkan yang bertindak sebamaigaranya adalah
yang dinamakan PatronusRrosureur Dalam prakteknya yang bertindak
dalam beracara di dalam hukum hanyalah seorancatsebagai seorang
yuristdan tidak bolelprosureur Adapun mengenai kaposureurberasal
dari bahasa latin yaituPro-curd’ artinya “wakil’sehingga semenjak tahun
1979 istilah tersebut dipersatukan menjadvocaat-prosureur.Dalam
artian seorangadvocaat adalah otomatis menjadprosureur namun
sebaliknya tidak setiapprosureur otomatis menjadiadvocaaf di
Indonesia memaknai katadvocaat-prosureuryang sudah dibakukan
menjadi satu hama yaitu advokat yang mana nanthay@kat ini dapat
beracara di Pengadilan maupun di luar Pengadiiéigaéi dan non-
litigasi). Advokat ini identik dengan pengacara harus dalartian
pengacara yang lulusan sarjana hukum, ahli hukuorasg yurist,

otomatis ini untuk membedakan antara pengacaralyaken ahli hukunf.

Konsep bantuan hukum pada masa sekarang ini tétaibuhgkan

dengan cita-cita negara kesejahteraaelfare stat® sehingga hampir

7 A. Sukris Sarmadipp.cit, Hal. 1
® Lasdin WlasOp.Cit,Hal. 2
° |bid, Hal. 4



setiap pemerintahan dewasa ini membantu prograntud@anhukum
sebagai bagian dari program, serta fasilitas kbsaman dan keadilan

sosial*®

“Keberadaan advokat ini dikalangan masyarakat masihganggap
bahwa para mereka merupakan orang yang membelg-orang yang
salah.*! Padahal tidak seperti itu, advokat memiliki kodi& atau aturan

bagi para advokat dalam melakukan praktek pembésaatuan hukum.
2. Sejarah Advokat

“Istilah advokat sudah ada sejak zaman Romawi. Dan@batan
atau profesinya disebut dengan na#icium Nobile (profesi yang
mulia)”.*? Para advokat pada saat itu mengabdikan kepadaana&ay dan
tidak hanya untuk dirinya sendiri, serta berkevaibuntuk turut
menegakkan hak asasi manusia, dan mereka menotang-orang yang
terjebak dengan hukum dan melanggar aturan tanpglraeap menerima
imbalan atau honorarium. Orientasi mereka banyakgeai bantuan
hukum terhadap orang miskin. Pada zaman Romawi @eambbantuan
hukum oleh Patronus hanyalah didorong oleh motivasuk mendapat
pengaruh dalam masyarakat.Kala di Indonesia dikenal dengan

pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma khusu&eymda

'* Binoto NadapdapMenjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokdgkarta: Jala Permata,
2008, Hal. 25

1 Ari Yusuf Amir, Strategi Bisnis Jasa Advokatpgyakarta: cetakan Ill, Navila Idea,
2010. Hal.7

2 Lasdin Wlaspp.cit, Hal. 12

 Binoto Nadapdapp.cit, Hal. 24



masyarakat miskin dan buta hukum. Pada zaman @mbprian bantuan
hukum dari penguasa hanyalah didorong oleh motivasituk
mendatangkan pengaruh dalam masyarakat. Pertengahzan Romawi
bantuan hukum mendapat motivasi baru sebagai agdragaruh agama
Kristen}‘dengan adanya advokat Gerejeerkelijke advocaten yaitu
advokat yang tugasnya memberikan segala macam adtabhedeberatan
dan atau nasehat-nasehat dalam suatu acara pamyata bagi seorang
yang telah meninggaf. Momen ini memberikan motivasi kepada
keinginan orang untuk berlomba-lomba memberikanagesdalam bentuk
membantu si miskin, dengan itu pula tumbuh niltainikemuliaan

(nobility) dan kesatrianchivalry) yang sangat diagungkan ordfig.

Indonesia memiliki sejarah tentang advokat yanigatgiratas 3 (tiga)
zaman, (zaman pemerintahan Hindia Belanda, zamiatebtara Jepang,

dan zaman Republik Indonesia atau zaman kemerdgkaan

Pertama,Zaman Hindia Belanda. Pada zaman ini para pihak yan
berperkara diwajibkan untuk mewakili kepada seorprmpureur yaitu
seorang ahli hukum yang untuk itu mendapat penzidari pemerintah.

Kewajiban ini tertuang dalam pasal 106 Rgglement of de Burgenlijke

4 Lasdin WlasJoc.cit.
> bid, Hal. 2
'® Ishagq,op.cit,Hal. 12



RechtsvorderindB.Rv) bagi penggugat sedangkan untuk tergugatndal

pasal 109 (B.RvY’

Zaman ini pula dikenal dengan adanya 2 (dua) sigtenadilan.
Pertama,hierarki peradilan untuk orang-orang Eropa yang dipersamaka
(Residentie gerecht, Raad van Justitie, dan HogehtRlegj. Kedua,
hierarki peradilan untuk orang-orang pribumi atau masydrat@onesia
asli yang dipersamakarDistrict Gerecht Regent Cheps Gerecht, dan
Lanraad. Dalam prakteknya orang-orang Belanda lebih diatean dari
pada orang-orang Indonesia. Advokat terbatas dalamberikan bantuan
hukum jika mereka bersedia, bersedia membela areangg yang dituduh

diantara hukuman mati dan atau hukuman seumur Afdup

Keberadaan advokat ini sangat membatu dalam ptosesara di
Pengadilan kepada klienya, karena pada zaman peatean Hindia
Belanda sangat sulit untuk menjadi seorang advakattaranya harus
Doctor atau Mester Inde Rechterdan sudah magang selama 3 (tiga)
tahun, itu pun juga harus lulusan dari Universitiegeri Belanda atau
RHS di Jakarta, diangkat oleh Gubernur Jendral ldars ujian mata
kuliah Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagaag, ldukum Tata

Negara®’

Y A. Sukris Sarmadiop.cit.Hal. 12
' Ishaq,op.cit,Hal. 14
¥ A. Sukris SarmadiQp.Cit.Hal. 14



Advokat pada zaman Hindia Belanda ini sangat maeaingga
hanya orang-orang yang memiliki status tinggi sajang dapat
mewakilkan perkaranya di Pengadilan, karena kebiamyarang pribumi
sangat miskin karena selain merampas kekayaanddnsia mereka juga
memaksa orang Indonesia untuk bekerja membangurasiniktur
bangunan maupun jalan agar mempermudah transporeaeka, padahal
untuk beracara di Pengadilan harus benar-benagorang tau tatacara
serta memahami mengenai hukum, atau setidaknyanaskehat-nasehat
yang diberikan kepada orang yang terjebak dengakurhukarena

melanggar peraturan yang ada.

Dalam beracara masalah pidana jika terdakwa bwa hitkum dan
tidak ada advokat yang membantunya untuk memberpemolongan
maupun nasehat-nasehat yang baik tentang hukuen&aerkataan yang
keluar dari terdakwa dapat menjadi bumerang baginyd dan
memperberat hukumannya, begitu halnya dengan aracssalah
perdata, seorang hakim sangat memerlukan penjetesgelasan yang
berguna dan berfaedah dalam hukum, agar suatugouyiang dilakukan
oleh hakim benar-benar teffperlu adanya pengacara untuk menjelaskan
semua itu, keberadaanya untuk meghindarkan segalaydng tidak
berfaedah dan tidak berguna, karena dalam berakadPagadilan butuh

waktu, tenaga dan pikiran untuk dapat sampai patissan hakim.

2% |bid, Hal. 12



Legalisasi tentang advokptosureurini dalam zaman Pemerintahan
Hindia Belanda ataiRechterlijke OrganisatiofRO) yakni: S.1847 — 23
jo S.1848-57, dalam hal ini pada BAB VI tentarAgvokat dan
Pengacara, diantaranya pasal 185. Para advokatigsskamenjadi
pengacara, sifat dan pemberi jasa dalam pekerjaag yersangkutan
dengan jasa, ditetapkan dengan peraturan mengekaimhacara perdata
dan hukum acara pidana (R.v. 23, 28 dst.,S.v 1@, 180)** “Menurut
Adnan Buyung Nasution, bahwa advokat pertama balmgiemesia adalah
Mr. Besar Martokoesoemo yang baru membuka kantodayBegal dan

Semarang pada tahun 1973".

Kedua,Zaman Balatentara Jepang, zaman ini sangat bedssamn
zaman Hindia Belanda, itu terlihat dengan adanyabegian hak sama
kepada pribumi maupun orang-orang Belanda di meémgy&dilan dimana
sebelumnya adanya perbedaan perlakuan di Pengaaditana golongan
Eropa dan golongan pribumi asli Indonesia, karemgadi pelegalan
dengan munculnya Undang-undang No.1 Tanggal 7 ME®4R2, untuk
Jawa Madura yang dilakukan Balatentara Jepang YmergamaDai

Nippon

Selain hal tersebut di atas tepatnya pada bulam Ap42 terjadi
sebuah pengaturan yang dilakukan oleh Balatenggang yaitu mengenai

susunan dan kekuasaan pengadilan. Adapun pengétusabut mengenai

! |bid. Hal. 14
*? Ishag,op.cit,Hal. 14



Pengadilan tingkat satu atau pengadilan Negeri yiseputTihoo Hooin
dan untuk perkara tingkat kedua diseBatb Too Hooin.Mengenai asas
kebebasan beracara bagi orang yang berperkarandaéiéan tidak boleh
sendiri dan jika yang bersangkutan sedang sakatddipvakili orang tua
atau waliny&* Inti dari asas tersebut yaitu tidak harus mengkmmaasa
bantuan hukum dalam beracara di pengadilan dart gaje diwakilkan,
jika terdakwa benar-benar sakit atau tidak bisaadsra di Pengadilan
keberadaan ini berlanjut hingga tahun 1946, sehinggkuasaan Jepang

telah merata di Indonesia.

Ketiga, zaman Republik Indonesia atau zaman kemerdekatatals
kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi pengacaradonesia
sebagaimana ditemukan pada masa penjajahan Betanda berlanjut
akibat pilihan konstitusinya, yaitu pasal 2 atumgaeralihan Undang-

undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

“Segala Badan Negara dan peraturan yang masih adeysiang
berlaku selama belum diadakan yang baru menurutadgelndang
Dasar ini"?*

Secara otomatis produk hukum yang diberlakukanp tetasih
berlaku selama produk hukum tersebut belum ada yang atau yang
menggantikannya. Sejarah panjang pengacara sételahesia merdeka,
pada masa demokrasi terpimpin, masa orde lama, bade sampai

sekarang eksistensi pengacara dalam sistem hukuimddnesia jelas

% |bid. Hal. 19
2% Nur Laila Musfa’ah dkkPeradilan Agama di Indonesi8andung: Pustaka Bani Quraisy,
2004, Hal. 182



10

dipengaruhi olehdiologi kolonial yang memperkecil ruang gerak bagi
perkembangan pengacara Indonesia. Kemudian seczta miakhir
perkembangannya peran eksternal pengacara lebyfalbaigantikan oleh
lembaga-lembaga bantuan hukum serta organisasieegh non-

pemerintah yang bergerak dibidang huldim.
3. Landasan Hukum tentang Advokat

Profesi bantuan hukum pertama kali diatur dalRkeglement of de
Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie Indonesie,yang
disingkat RO, Stb. 1842 Nomor 2 jo. St 1848 NomoboBab VI Pasal 185-

192 yang mengatur tentang Advokat dancueurs?®

Undang-undang No.1 Tahun 1950 tentang Susunan d&na<aan
jalannya Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia p&&al ayat (1)
mengenai hak pemohon atau wakilnya yang sengajaasikan untuk

mengajukan permohonan kas3si.

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nafkun 1965
tentang pokrol yang diartikan sebagai orang-orang yang memberikan
bantuan hukum yang dilengkapi oleh Keputusan Merit&hakiman
No.J.P14/2/11, pada tanggal 7 Oktober 1965 tentdjiam Pokrol yang

dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Instrudsihkamah Agung

% |bid. Hal. 190

% Abdul Manan,Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan PeeadiAgama,
Jakarta: edisi revisi, cetakan ke-5, Prenada Méthh, 69

27 Binziad Kadafi dkk, Advokat Indonesia Mencari Legitimadiakarta: Pusat Studi Hukum
dan Kebijakan Indonesia, 2001. Hal.56
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No.6 Tahun 1969 tentang Keseragaman Pungutan Dmgidbrmohonan
sebagai pengacara, Surat Wakil Ketua MA No.MA/Pdi3b7/69 tentang
Pengambilan Sumpah Pengacara oleh Ketua Pengadilggi, keputusan
Mahkamah Agung No.5/KMA/1972 pada tanggal 22 Juii2ltentang
Pemberian Hukum hingga diperbarui oleh surat petunjMA

No0.047/TUN/I1/1989. Undang-undang No. 14 Tahun Q9%ntang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,| @anengenai

“Bantuan Hukum?

Undang-undang No.8 Tahun 1981 Pasal 69-74 yang akepchak
dan kewajiban advokat dalam menjalankan tugasnyandamepingi
tersangka atau terdakwa dan Undang-undang No.18nT2003 tentang

Advokat.
4. Macam-macam Organisasi Advokat

Organisasi advokat di Indonesia yaitu Ikatan Advokalonesia
(IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAl), lkataRenasehat Hukum
Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacadomesia (HAPI),
Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi KamstHtukum Indonesia
(AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPMdan

Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI).

* Ibid, Hal.58
** A. Sukris SarmadiQp.Cit.Hal. 33
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a. l|katan Advokat Indonesia (IKADIN)

Ikadin dijelaskan pada anggaran dasarnya pada pg$aldan 2 yang
isinya sebagai berikut : pasal 1 (1) IKADIN adalaatu-satunya
wadah profesi advokat Indonesia yang merupakan rasgai profesi
perjuangan, mandiri, bebas merdeka bertanggung pwserta
mengemban misi luhur para advokat Indonesia, tungmbangun
hukum nasional, serta mengembangka advokat Indmiyasig penuh
integritas dalam keterikatannya dengan pengembari§angsa dan
Negara serta pasal 2 menyatakan bahwa didirikan padggénl0
Nopember 1985 dalam musyawarah nasional advokatineuia di
Jakarta®

b. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)

Asosiasi Advokat Indonesia yang selanjutnya disatgldAl) telah
didirikan pada hari Jum’at pada tanggal 27 JuliQLl98ng bertempat

di Jakarta!
c. lkatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI)

Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) pgdinan
Advokat / Pengacara Indonesia disingkat HAPI dim di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 1993, sebelum lahirnya abgd
undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. OsgesiniHAPI
telah didaftar dan diakui secara sah sejak tahu@3 1pada
Departemen Kehakiman Republik Indonesia sekaradd|ebagai
Organisasi Advokat yang resmi dan sah yang dituamgk dalam
pasal 32, dan 33 Undang-undang Nomor 18 Tahun 200thng
Advokat®?

d. Serikat Pengacara Indonesia (SPI)

Serikat Pengacara Indonesia (SPI), merupakan satahdari delapan
organisasi pendiri Perhimpunan Advokat IndonesiaRRDI) yang

%% Lihat alamat welnttp://www.dppikadin.com/readconten.php?idygg diunduh penulis
pada hari senin tanggal 1 Oktober 2012 pada jadbIWIB

*! Lihat alamat welhttp://www.scribd.com/doc/6680277/AnggaranDasar-Aéhg diunduh
penulis pada hari rabu tanggal 3 Oktober 2012 jarf5WIB
32 :
Ibid
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diketuai Trimedya Panjaitan. SPI merupakan organisdvokat yang
masih relatif muda, didirikan pada 28 Juni 1998l BRgga saat ini
telah berhasil menghimpun anggota sebanyak 110@gorsang
tersebar di 21 Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan 8®ab
Pengurus Cabang (DPC)?

e. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)

Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia yang selanjuttigabut AKHI
ini didirikan oleh 16 praktisi hukum terkemuka d@rKantor Hukum
terbesar di Indonesia yang secara nyata telah taekgn kegiatannya
selaku Konsultan Hukum pada tanggal 19 Desembe8 tiD8akarta.
AKHI merupakan satu-satunya organisasi Konsultakuru Selain
Anggaran Dasar, AKHI juga  memiliki kode  etik.
Susunan pengurus AKHI pada saat pendirian adalalBudiardjo,
SH (ketua), Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja (wddtua 1), Ratna
Wulan, SH., LLM (wakil ketua II), Sulistio, SH (sekaris), Fred BG
Tumbuan, SH (wakil sekretaris), Hoesein Wiriadina&., LLM
(bendahara), dan Dr. Dewi Djarot (wakil bendahdta).

f. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang selapguttisingkat
HKHPM didirikan pada tanggal 13 Maret, 21 Maret daApril 1989
yang dihadiri oleh 33 orang, didapatkan kata sepakatuk
mendirikan "Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modalgéngan
Anggaran Dasar Himpunan sebagaimana dimuat dalata Ré&taris
tertanggal 15 Agustus 1991 No. 204, dibuat di hada@rikanti
Natakusumah, SH, Notaris di Jakarta, untuk melgpigkanggaran
Dasar maka disusunlah Anggaran Rumah Tangga dae Kbkl yang
disahkan dalam rapat anggota pada tanggal 16 Napeb990. Yang
diketuai umum FELIX O. SOEBAGJ&.

33 Lihat alamat welhttp://hukumonline.com/berita/baca/hol15078/ketpaasivokat-tidak-
lagi-dipandang-iofficium-nobileumiyang penulis unduh pada hari senin tanggal 1 l@@kt@012
pada jam 14.35 WIB

34 Lihat webhttp://dir.groups.yahoo.com/group/AKHWang diambil penulis pada hari senin
1 okt 2012 jam 14.50 WIB

% Lihat alamat web http://www.hkhpm.com/logic/sejarah.phfang diambil penulis pada
hari senin 1 okt 2012 jam 14.37 WIB
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g. Asosiasi Pengacara Syari’ah Indonesia (APSI)

Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia adalah sakth
organisasi profesi advokat yang keberadaannya tiakui secara
yuridis formal berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003aeg Advokat
pada Pasal 32 ayat (3) yang berbunyi sebagai heriKntuk
sementara tugas dan wewenang organisasi advokaags@#hana
dimaksud dalam undang-undang ini, dijalankan besaieh lkatan
Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indoae(AAl),
Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunatvdkat dan
Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Iresia (SPI),
Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (HKHPM), dan shes
Pengacara Syariah Indonesia (APSkang Ketua Umumnya : Drs.
Taufik, CH., MH*

Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) adsidhh
satu dari 8 organisasi advokat yang tercantum ngaatalam
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang AdvokdSl
didirikan pada tanggal 8 Pebruari 2003. Kepenguru3eRW APSI
terdiri dari tingkat nasional (Dewan Pengurus PudaPP), provinsi
(Dewan Pengurus Wilayah - DPW), dan kabupaten/K&tawan
Pengurus Cabang - DP&).

5. Syarat Advokat

Untuk menjadi seorang advokat harus mengikuti gfa@an
persyaratan baik administrasi maupun secara tesark@oan. Adapun

mengenai persyaratan administrasi yaitu sebagiiuber

a. Warga Negara Republik Indonesia
b. Bertempat tinggal di Indonesia

c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejagatra

% Lihat alamat web http://www.suhar disomo.com/apsi.html yang penulis unduh pada
tanggal 27 sept 2012 hari kamis jam 14.21 WIB

3 Lihat alamat webhttp://apsijakarta.wordpress.com/2010/09/11/preditsi/ yang diunduh
penulis pada hari rabu tanggal 3 Oktober 2012 jaf71WIB
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d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima)rtahu

e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidiikaggi hukum
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)

f.  Lulus ujian yang iadakan oleh organisasi Advokat.

g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua ) tahun terusdmgnpada
kantor Advokat

h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak p@di&ejahatan
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tataunlabih

i. Berprilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil,ndanempunyai
integritas yang tinggi

6. Tugas dan Wewenang Advokat

Tugas Advokat yaitu membantu klien dalam menghadapi
persidangan serta memberikan pengetahuan mengesaspersidangan
di Pengadilan yang akan ia lakukan, atau mewakitasm keseluruhan

dalam persidangan.

Stigma sempit terhadap seorang advokat yang mewdieh di
dalam persidangan, adalah salah satu tugas seadsogat. Namun hal
tersebut sangat membatasi ruang gerak advokat wangpir selalu
dipertanyakan oleh setiap klien, mengenai kapasgasang advokat. Hal
ini senada dengan yang pernah diungkapkan olehstiohilan Hapson
dan non legal (memberikan nasihat hukum yang diaerbleh Advokat
di Amerika Serikat dan Inggris sebagai berikut nmherikan nasehat baik
yang bersifat hukum atau non—-hukum, negosiasi, matrdurat-surat dan
dokumen-dokumen hukum, litigasi termasuk persiapambelaan dan
advokasi, investigasi fakta-fakta, penelitian hukdan analisa, melobi
pembuat undang-undang dan administrasi, bertinéalagai perantara,
sebagai juru bicara/ humas klien, mengajukan képatu kepada
pemerintah dan organisasi lain, mewakili klien santhbacakan putusan
pengadilan atau majelis hakim, mengurus pembiay&anangan,
menejemen properti, merekomendasikan klien kepadaber lain,



16

pengawas lainnya, membantu ketenangan emosi kiitsmdmenghadapi
masalah hukun.

Menurut Solehudin dalam Ujian Disertasinya yang jumkrd
"Kewenangan Advokat Dalam Penegakan Hukum" padas&€R6/6) di
Ruang Auditorium Lantai 6 Fakultas Hukum (FH) Unsitas
Brawijaya(UB), dari hasil penelitiannya Solehuddmenyampaikan
ketatanegaraan advokat dalam prespektif filsafatiaphakikatnya untuk
menyeimbangkan kewenangan yang dimiliki oleh pekdg&um yang
lain guna mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, nikeadilan, nilai
kejujuran, nilai kepatuhan dan nilai kesadaran kiselalu menghormati
integritas dan kehormatan profesi advokat sehaeughilengkapi oleh
kewenangan sama dengan halnya dengan penegak Hakuraeperti
polisi, jaksa dan hakim. Kewenangan advokat timgetelah advokat
mendapatkan kuasa dari klien, menjadi kewenangarokatl dalam
menjalankan profesinya sebagai penegak hukum.

Kedudukan penasehat hukum di muka hakim yaitu Sepada
pasal 123 ayat (3) HIR/ps. 147 ayat (4) Rbg mengasas kelangsungan
atau oral debat atas dasar undang-undang tersebut maka kedudukan

penasehat hukum dalam praktek perkara perdatahadala

a. Pemberi kuasa berkedudukan sebagai pinateriil (prinsipil),
sedang penerima kuasa sebagai pfbatil

b. Penasehat hukum dianggap mewakili sepenuhnya ik pateriil
tidak hadir dalam sidang, sesuai bunyi surat kikhsaus

c. Penasehat hukum dapat dianggap mendampingi pitetleriil bila
sama-sama hadir

d. Hakim berkuasa untuk bertanya langsung kepada pihateriil
demikian pula sebaliknya, tanpa melalui penasetiairn

%8 | ihat alamat welhttp://raja1987.blogspot.com/2009/02/tugas-pokabeseg-
advokat.htmlkenin tanggal 1 okt 2012 jam 19.41 WIB

39 Lihat alamat welttp://prasetya.ub.ac.id/berita/Kewenangan-Advdkalam-
Penegakan-Hukum-10676-id.html  yang diambilylisrpada tanggal 1 Oktober 2012 jam
19.47WIB
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e. Jika pihak materiil hadir tanpa penasehat hukumnya maka secara
hukum ia hadir dalam sidang

f. Jika pihakmateriil berbeda pendapat dengan pifiadnil maka harus
dipakai pendapat pihaknateriil karena sesungguhnya dialah yang
berkepentingan

g. Pihakmateriil dapat mengesampingkan piHfakmil, akan tetapi tidak
bisa sebaliknya

h. Pihakmateriil dapat mencabut surat Kuasa Khusus tanpa persetujua
pihakformil

B. PERADILAN AGAMA DI INDONESIA
1. Pengertian Pengadilan

Peradilan atauechtpraak dalam bahasa Belanda dgdiciary
dalam bahasa Inggris adalah sesuatu yang berhubutgagan tugas
negara dalam menegakkan hukum dan keadilan, ata@anbgang
melakukan peradilan, yaitu memeriksa, mengadilh demutus perkara

perdata’®

Dalam bahasa Arab peradilan disebut derajagjadhayang secara
etimologi memiliki beberapa artiAl-Faraagh (putus atau selesai), Al-
Adaa’ (menunaikan atau membayar@l-Hukm (mencegah dan

menghalangi), dan memutuskan hukum atau membuat keetapaf’

Pengadilan memiliki dasar hukum yang bersumber tiaman

Allah Swt, seperti dalam surat Shad (38) ayat aGuy

0 Musthofa SyKepaniteraan Pengadilan Agamigkarta: Cetakan -1, Prenada Media, 2005.
Hal. 5

* Alaidin Koto (et.al),Sejarah Peradilan Islamlakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet ke-
1, 2011, Hal. 9



18

e & Y BANL Wl G ASA (mY) 8 RIS Slliles U) 3545
535 Ly Bat i 26 a0 & shom ) &) A Jats e @llaald
L

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu kahlifpenguas:
di mukabumi, maka berilah keputusan (perkara) di antaranosic
dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafarena ia aka
menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnyagoaang yani
sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yan@tédmarena merks
melupakan hari perhitungah.*?

Surat An-Nisa’ Juz 4 ayat 135.

C oD Sl el e 515 4 )5 Lalally el 38 1538 el Gudll Wl

Ol 151083 o (s el T sm S8 Lagy I BB T8 51 Tt (& o) G sd05
\ﬁ;u,uuuu\s‘m\uu\,aﬁj\ | g%l

Artinya: “Wahai oranrorang yang beriman, jadilah kamu orang yang be
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Alienpun terhada
dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kea#tbu. Jika ia kay
ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahayannMak:
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingimyimepang dal
kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (Kedta) atau engge
menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah addédtha Mengetahi
segala apa yang kamu kerjaka‘ﬁ

2. Periode Sejarah Peradilan Agama di Indonesia

Dalam sejarah Peradilan Agama di Indonesia, mengdlaberapa

periode yang panjang dalam menuju peradilan. Haragdecara Islami ini

a2 tp, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonedfajdus: Menara Kudus, 2006,
Hal. 454
** Ibid, Hal. 100
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kaum muslimin di Indonesia harus berjuang agar inpeayelesaian
perkara khususnya bagi orang-orang Islam ini dagitgrima oleh
masyarakat seluruh Indonesia maupun diakui olehan@anjajahan
Belanda dan pada masa pemerintahan penjajahang)sgjaig mau tidak
mau kala itu harus ada penyatuan masyarakat untelawan dan
membuat gerakan melawan para penjajah. Perjuarrgag-orang Islam
kala itu dapat memberikan dampak terhadap kebemagerjajah dalam
melangkah untuk menguasai bumi pertiwi ini, sehinggberadaan
orang-orang Islam ini lambat laun undang-undanggysecara Islami
dapat diterima meskipun ada beberapa hambatan &kdigéak semua
urusan dapat diselesaikan secara Islami. Masyaha#tahesia juga harus
mentaati peraturan yang diterapkan oleh pemerint@dedanda maupun

pemerintahan Jepang.

Indonesia merupakan sebagian besar masyarakatngayabea
Islam, maka masyarakat pun menginginkan hukum Istandapat di
tegakan meskipun tidak semua syari'at dapat masokua di dalam
aturan pemerintahan Indonesia. Mengingat bahwa rhukislam
merupakan bagian dari Syari’at, dalam artinya yaagpitpun adalah
lebih luas dari hukum, oleh karena hukum tidak neead) pengaturan

hubungan antara manusia dengan Tuhannpad4), yang dapat
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dimasuki hukum Islam adalah mengenai hubungan nendsngan

manusia riuamala).**

Adapun mengenai periode ini di bagi atas dua perigditu:
periode sebelum kemerdekaan dan periode setelaerééekaan, lebih

lanjutnya sebagaimana berikut;
1.1. Periode sebelum Kemerdekaan

Ajaran agama Islam sebelum masuk di wilyah Ind@dsukum
adat yang merupakan hukum peninggalan nenek moyamgsa
Indonesia sudah berlakfr”Hukum ini sangat mengikat sekali karena
harus mengikuti banyaknya aturan dan mitos yang sadta tidak ada

kejelasan yang secara pasti mengenai aturan ini.

Islam di Indonesia mendapat tempat dalam berbaghidipan
masyarakat muslim di belahan nusantara, karena adslaim menjadi
pilihan bagi masyarakat, secara teologis ajarangminerikan keyakinan
dan kedamaian bagi penganutnya, namun keadaaentudian menjadi
terganggu dengan munculnya kolonialisme barat yaegnbawa misi

tertentu, mulai dari misi dagang, politik bahkampai misi kristenisast®

Sebelum pemerintahan kolonial Belanda menginjakéakinya di

Indonesia merupakan fakta sejarah bahwa penduduknggoritas

* Saidus SyaharAsas-Asas Hukum IslarBandung: PT. Alumni, cetakan kelima, 1986,
Hal. 110

* Gamala DewiHukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonebial 10

46 Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di IndoneslakartaPT.Grafindo
Persada.2000. Hal. 45
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beragama Islam, dan telah terbentuk masyarakat Isiang kuat, itu
terbentuk dan didukung dengan adanya kerajaan elibpd daerah di
Indonesia. Agama Islam merupakan agama resmi (@aaraseperti
Sultan-sultan di Aceh, Pagaruyung dan Bonjol (Mitkabau), Demak,
Pajang, Banjar, Pasai, bahkan juga di Malaka damd@rsemenanjung

Malaya?’
1.1.1.Masa sebelum Pemerintahan Kolonial Belanda

Sejak abad 16 Miladiyah kaum muslimin di negerisodah
berkenalan dengan Peradilan Agama dan nama yaragikdib
terhadap Peradilan Agama kala itu adalah peraddarambi,
peradilan surau, mahkamah syariyah, mahkamah ksjama,
majelis pengadilan agama Islam, badan hukum sypesigadilan

penghulu qodhi syara’, dan kerapatan gadhi.

Buku lain juga menjelaskan bahwa ajaran Islam madiuk
Indoensia mulai abad ke VII (ketujuh), baik diasebagai agama
maupun sebagai hukum, itu dibuktikan dengan adaayangnya
Muawiyah (661-680) yang berusaha untuk menguasdagangan
Lada (Merica) yang semula diimport oleh warga Cireang dari
Muara Tumbesi (Kerajaan Melayu Tua), sehingga tidak
menggantungkan lagi dari warga cina tersebut, mMdikawiyah

mengajak Raja Sriwijaya / Jambi yaitu Sri Mahataj&itawarman

* M.Idris RamulyoBeberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata PéaadAgama,
Jakarta: IND-HILL.CO, cetakan kedua, 1991. Hal. 9
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masuk Islam. Usaha tersebut berhasil sehingganajatam yang
menganut Ahlus Sunnah wal Jama’ah dianut dan bdr&em
sampai saat iff Penyelesaian secara hukum Islam sudah
dilaksanakan pada zaman dahulu yaitu masatalamalah,
munakahat, dan ukubainayat/hudud meskipun peraturannya
belum terkodivikasikan dan peraturan tersebut meaiddukungan
penuh pada masa kerajaan Islam dimana dalam melakuk
peraturannya menurut hukum ada dua penyelesaiinpgitama,
dinamakan Peradilan Perdata adalah suatu peraditantugas dan
wewenangnya mengurusi dan mengatur perkara-perarsy
menjadi urusan Raja, ddtedua,Peradilan Padu adalah pradilan
yang tugas dan wewenangnya mengurusi dan mengetkarp-

perkara yang bukan menjadi urusan fgja.

Peradilan yang ada sebelumnya perlahan-lahan Iegrges
seiring dengan pelaksanaan ajaran hukum Islam diédmadupan
sehari-hari, sehingga peradilan pun terpengarutgaterhukum
agama Islam dalam menyelesaikan melalui peradiBeperti
halnya di Jawa peradilan perdata berubah menjadadjen

Surambi® yang menggunakan hukum Islam.

*® Ibid Hal. 10

* Abdullah Tri Wahyudi,Peradilan Agama di Indonesi&/ogyakarta: Pustaka Pelajar,
Cetakan |, 2004. Hal. 2

*° pelaksanaan penyelesaian perkara-perkara yangabdiradrambi masiid
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Proses terbentuknya lembaga peradilan agama dé&egaijak
pada teori yang dikemukakan dalam kitédth al-mu’ii seperti
yang dikutip oleh Zaeni Ahamah Noeh dalam bukunyagy
berjudul Sebuah Perspektif Sejarah Lembaga Islam di Indapesi
adalah melakukan tiga wajah yaitu; wajahkim®" tauliyah dari

ahl al-hilli wa al-aqdP? dan wajahauliyah dari imani®,

Tahkim, berlaku pada zaman permulaan Islam di Indonesia,
yakni pada zaman belum terbentuknya masyarakamn Jsahingga
orang-orang Islam dalam menyelesaikan masalah metekgan
mendatangkan figur tertentu sepewStadz atau mubaligh yang
disepakati bersama. Masyarakat periode ini masiigoleng
masyarakat yang sederhana yang terdiri dari kel&rptompok
masyarakat yang dipimpin oleh Kepala AtfaPerkembangan di
Indonesia ditandai dengan munculnya komunitas-kdtasiislam
diberbagai wilayah, diantara mereka ada kalindimana mereka
tampil sebagai pemegang wibawa dan kekuasaan yargifab

rohaniah maupun politis tentu saja mereka mempuwwgarenang

®1 Tahkimi, menyerahkan penyelesaian sengketa dengan syarat-$grtentu, kedua belah
pihak terlebih dahulu sepakat untuk menerima damaaie keputusannya nanti, tidak boleh
menyangkut segi-segi pidana (had wat ta’zir), ddakt mnegenal sengketa seperti penyerahan
pelaksanaan agad nikah dari seorang wanita yaak tietmpunyai wali.

52 Tauliyah ahl al-hilli, orang-orang yang mempunyai wewenang untuk mengartgka
memperhentikan jabatan, seperti ketua adat seeaspkatan

%3 Tauliyah dari imam,Peradilan harus dilakukan atas dasar tauliyah p&limpahan
wewenang dari imam, yakni kepala negara, dan @gii tsigasnya dapat disebut “Waliyul-amri”
atau di berikat kepada orang-orang tertentu yangqpeentyau persyaratan tertantu. Namun,
sekiranyaseorang penguasa, ya'ni dzu syaukah’ ipekabkultan yang kafirmengangkat seorang
hakimyang kurangmemenuhi syarat, maka keputusaimhgéngdemikian itu harus dianggap
berlaku sah, demiuntuk tidak mengabaikan kemasahanum.

** Ibid, Hal. 5
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mengadili dalam artian yang boleh menunjuk figgufi tertentu
untuk mengadili urusan agama. Kelompelt ini yang disebut
dengarahl al-Hilli wa al-‘Aqdi. Periode ini sudah terorgansir tetapi
masih primitif atau masih awam dan seorang Qodhngya
dinobatkan oleh masyarakat tersebuketika kerajaan-kerajaan
Islam berdiri di Nusantara, terlebih lagi dengahd@daan struktur
atau instansi kepentingan beragama kaum musliminlaitah
berlaku tauliyah dari imam. Periode ini terdapat pemisahan
kekuasaan karena adanya pengaruh politik yang rabkas
kekuasaan eksekutif, legislatif dan judikatif. Dmaa dalam
mengadili dikuasakan oleh lembaga judikatif, migaldi daerah
Minangkabau ada pemisahan wewenang yang dilakukan
pemerintahan disebut dengan Pucuk Nagari (wali maga

sedangkan wewenang mengadili berada di tangan Qbdhi
1.1.2.Masa Pemerintahan kolonial Belanda

Menurut Bushar Muhammad, seperti yang dikutip oleh
Suparman Usman dalam bukunya yang berjuddtikum Islam
(asas-asas dan pengantar studi hukum Islam dalata Hakum
Indonesia)” menyatakan, penjajah Belanda sebelum datang ke
Indonesia mengira bahwa di Indonesia (Hindia Bedawaaktu itu

masih hutan belantara, penuh dengan satwa tanpamhuk

55 .
Ibid
*® Suparman Usmarukum Islam (asas-asas dan pengantar studi huklamldalam Tata
Hukum Indonesia)jJakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, cetakampeer2001, Hal. 107
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dalamnya’ Pengusaha dari Belanda yang biasa disébreenigde
Oots-Indische Compagnigang disingkat VOC merupakan yang
pertama datang untuk menjajah Indonesia bukanpeanerintahan
Belanda sendiri. Perkembangan hukum Islam di Insianpada
masa penjajahan Belanda dapat dilihat ke dalam lRrauk.
Pertama, adanya toleransi pihak Belanda melalui VOC
(Vereenigde Oots-Indische Compagrife VOC ini menguasai
Indonesia dari 1602 — 1800 M yang memberikan rusmy agak
luas bagi perkembangan hukum Islaiedua, adanya upaya
intervensi Belanda terhadap  hukum Islam  dengan
mengedepankannya pada hukum Adat. Keberadaan VOC in
bermaksud dalam kekuasaanya di Indonesia yaitu ningi

menerapkan hukum Belandf.

Hukum Islam pada masa VOC dapat berkembang darabahk
mereka ikut membantu untuk menyusun su@tmpendiunyang
memuat hukum yang berlaku dikalangan umat Islate)ae VOC
digantikan oleh pemerintahan Belanda, sikap Belabdeubah
terhadap hukum Islam dan perubahan tersebut tegadara
perlahan-lahan, setidaknya ada tiga sisi yang ddpduat dan

patut digaris bawahpertama,Belanda ingin menguasai Indonesia.

>’ Abdullah Tri Wahyudiop.cit, Hal.

8 VOC merupakan lembaga dagang sedangkan Belandgat@n pemerintahan

>> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigatjukum Perdata Islam di Indonesia : Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU Nb1974 sampai KHIJakarta, Kencana
Predana Media Group. Hal. 8
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Kedua menghilangkan pengaruh Islam terhadap masyarakat
Indonesia dengan membuat proyek Kristenisasi dany katiga,
Belanda menginginkan untuk menerapkan apa yanguiskengan
politik hukum yang sadar terhadap IndonéSi®alam buku lain
disebutkan mengenai penetrasi penjajah Belandandalelakukan

penjajahannya di Indonesia terdapat beberapa f’éhap;

1. Tahap pertama (1600-1800) tahap ini berlangsung pédcd
ke-17 dan penyusupan baru sampai pada masyaraisaria

atas seperti perjanjian dan kontrak dengan paaa raj

2. Tahap kedua (1800-an) penjajah Belanda bergesear&ie
pemanfaatan struktur feodal bagi tujuan ekonomhapaini
Belanda mulai merambah ke bawah atau ke tingkgiaBu
(Propinsi) yang mana mereka mengadakan perjangagath
para Bupati atau yang disebut dengaten van verbandlan

yang terakhir

3. Tahap ketiga ini abad ke-19 (1870) penetrasi swsiahpai
tingkat Desa bentuk perjanjian yang diadakan antesélen

dengan kepala Desa.

Ada tiga teori terhadap kebijakan Belanda dalam
penguasaannya di Indonegiartama,teori Receptie in Complexu.
teori ini dimaksudkan bahwa hukum mengikuti agamagydianut
seseorang dalam artian jika orang tersebut beradslara maka

® Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigawop.cit, Hal. 9
81 Cik Hasan BisriHukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indoned&karta: PT. Logos
Wacana llmu, 1998, Hal. 70



27

penyelesaian sengketanya dengan menggunakan hudtamlah
yang berlaku baginya. Teori ini digagas oleh Saloiikeyzer yang
dikuatkan oleh Cristian Van den Berg (1845-192%eperti yang
tercantum dalam stabl. No.22 Pasal 13 yang mengmatak

Diperintahkan kepada Bupati untuk memperhatikan-soal
agama Islam dan untuk menjaga supaya pemuka agipat da
melakukan tugas mereka sesuai dengan adat kebiasasig
Jawa seperti dalam perkawinan, pembagian pusakaydaug
sejenis.

Kedua, teori Receptieteori ini dikembangkan oleh sarjana
Belanda yang disebut sebagai Islamolog Christiarouh
Hurgronje (1857-1936) yang selanjutnya dikembangkdam
disistematisasikan secara ilmiah oleh C.Van Voleeim dan Ter
Harr Bzn ada dua alasan yang menyebabkan munctdoyaini
menurut Daud Ali, yang berlaku dan berpengaruh begig Aceh
yang berlatar belakang umat Islam bukanlah hukulemisdan
hukum Islam baru memiliki kekuatan hukum jika tek®mar-benar
diterima oleh hukum Adat. Kedua, menurut Ichtiyameori ini
muncul karena Hurgronje khawatir terhadap pengaRdm
Islamismeyang dipelopori oleh Sayid Jamaluddin al-Afghani d
Indonesia. Jika umat Islam dapat mengamalkan ajgeamaka
akan sulit untuk dipengaruhi oleh penjajah Belagiaa umat Islam

akan menjadi sangat ku&t.

Ketiga, teori Receptie Exjt menurut Hazirin yang dikutip

Suparman Usman dalam bukunya yang berjudukum Islam

%2 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigaop.cit, Hal. 10
* Ibid, Hal. 11
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(asas-asas dan pengantar studi hukum Islam dalata Hakum
Indonesia), menyatakan bahwa teoreseptie yang menyatakan
bahwa hukum Islam baru berlaku bagi orang Islanakaudah
diterima dan menjadi bagian dari hukum adat, sebwg®
dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje, adaéadri iblis
(syetan) dan telalmodar (mati), artinya telah hapus atau harus
dinyatakan hapus (keluar) dengan berlakunya Undadgng
1945. Pemahaman ini yang dimaksud dengan tReceptie Exit

(Resepsi Exit§?

Politik Islam di Hindia Belanda menemukan bentukegtelah
kedatangan Christian Snouck Hurgronje (seorang Setiad
pemerintah Hindia Belanda 1899-1906) pada akhid&eal9. la
berhasil memberikan alternatif jalan keluar kepgmamerintah
Hindia Belanda. Dimana ia memberi saran terhadapepatah
Hindia Belanda untuk bersikap netral terhadap hukisham.
Pemerintah Belanda memberikan kebebasan di bideyagna
dalam arti sempit dalam artian mendukung perkummpid@ang
sosial kemasyarakatan, namun mewaspadai dan m&ntedas
setiap gerakan yang bisa mengarah kepada timbylegtawanan
dalam bidang politik® Saran yang diberikan oleh Snouck
Hurgronje ini dalam rangka meninabobokan umat Isladonesia

supaya mereka tidak tertarik kepada masalah poteitapi umat

* Suparman Usmarop.cit, Hal. 107
* Ibid, Hal. 109
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Islam tidak terpengeruh kebijakan Pemerintah Belahlinat Islam
beranggapan bahwa kebijakan tersebut tetap ad&gapgutnya
dengan agama Kristen sehingga umat Islam mengangajawa
politik merupakan bagian dari ajaran Islam, sehengguncul
berbagai reaksi dalam rangka mengusir penjajahbdemi pertiwi

ini sampai titik darah penghabisan.
1.1.3.Masa Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Indanesia
menggunakan penegakan hukum agama seperti pada masa
pemerintahan kolonial Belanda selama tidak adaeptmgan
dengan kedudukan Jepang peraturan mengenai agamaasih
diperbolehkan dan tidak ada masalah, tetapi mengeraanya
dirubah Pengadilan Agama menja8iooryo Hoin sedangkan
Mahkamah Islam Tinggi dirubah namanya menjdchikyoo

Kooto®®

Jepang dapat mengalahkan Belanda hanya dalam tdugpo
bulan, dimana sebelumnya Belanda telah berkuash lelvang
hampir tiga setengah abad lamanya, namun bagi &sirsendiri
keberadaan Jepang ini tetap saja membawa kesusddan
kesengsaraan bagi rakyatMereka tidak mengusik susunan aturan

sosial yang ada, serta mereka hanya mengatur ylansu& saja

% Abdullah Tri Wahyudiop.cit, Hal. 12
®” Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigaop.cit, Hal. 15
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untuk mencegah munculnya segala bentuk perlawaaarogosisi

yang tidak diinginkan.

Dalam perjalanan masa kedudukan ini pengadilan agam
sempat terancam keberadaanya karena adanya ketidaksdari
golongan nasionalisme. Dimana mereka menginginkenaddan
Agama dihapus dan meminta pemerintahan agar merhkdeda
antara urusan pemerintahan dengan urusan agama, itaan
diperparah dengan adanya pertimbangan yang dilmeridah

Dewan Pertimbangan kepada pemerintahan Jepandogamgnyi:

“Dalam negara baru yang memisahkan urusan negargaten
urusan agama tidak perlu mengadakan Pengadilan Agam
sebagai pengadilan istimeWwa

Pada akhirnya pemerintahan Jepang tidak jadi meugha
dikarenakan sudah menyerah dengan sekutu tanpat sglan
Indonesia juga memproklamirkan kemerdekaan yangttppda
tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara yang betdaian

merdeka?

Menurut S.Lev melukiskan kebijakan Jepang yangutgk
oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalduakunya

Hukum Perdata Islam di Indonesia menyatakan

....... sejumlah kecil perubahan struktur dipikirkan selain
hapusnya sama sekali penguasa Belanda dan pengganti
dengan penguasaan Jepang. Demi kemudahan admgiistra
sebagian besar hukum dan peraturan yang ada tetap

* Abdullah Tri Wahyudiop.cit, Hal. 12
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diperlakukan,”para  pihak dan pejabat pribumi yang
memperhatikan keinginan yang tulus bekerja samaaterakan
tetapi dipekerjakan sebanyak mungkin, dan sepaitijya Belanda
sebelum Jepang.” Adat kebiasaan setempat. Hal ykagm
dilakukan, dan agama tidak dicampuri untuk sementasmaktu.
Selanjutnya terkait dengan keperdataan pribadi, taklebiasaan
dan adat istiadat setempat mereka harus dihormextigdhn cermat
dan perlakuan khusus diperlakukan sehingga tidaknameing
permasalahan dan ketidak pahaman yang tidak ber§una

1.2. Periode setelah Kemerdekaan

Salah satu makna kemerdekaan bagi bangsa Indcaeh
terbebasnya dari pengaruh hukum Belanda, tetapindakalita
pengaruh Belanda masih sangat kental sekali sasagarang, dan
sangat eksis itu dikarenakan belum ada terobosark unembuat
aturan yang benar-benar keluar dari pengaruh kossBelanda,
tetapi setidaknya ada perubahan mengenai atursamatyang
sudah berlaku seperti yang dikatakan oleh Suyutlifhyang
menulis bukuRecetio a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan
Hukum Islamyang mengandung sebuah pemikiran, bahwa hukum
adat baru berlaku kalau tidak bertentangan deng&nrh Islam.
Melalui pemikiranya tersebut jiwa pembukaan dan ahdundang
Dasar 1945 telah mengalahkan pasal 134 ayatindiche
Staatsreglind® Jadi dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29
ayat satu membuktikan bahwa negara Republik Indanes

berkewajiban, membentuk hukum nasional Indonegig y@hanya

% Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigaop.cit, Hal. 15
7 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigaibid, Hal. 18
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hukum agama, ini sangat berbeda sebelumnya jika [s2dht
penjajahan Belanda hukum Islam harus sesuai huldah jastru
sebaliknya setelah Indonesia merdeka hukum adatdeataku jika

tidak bertentangan dengan hukum Islam.
1.2.1.Masa Awal Kemerdekaan

Menurut Ramulyo yang dikutib oleh Abdullah Tri Waidy
dalam bukunyaPeradilan Agama di Indonesiagenyatakan bahwa
Pengadilan Agama masih berpedoman kepada peraturan
perundang-undangan Pemerintah kolonial Belanda abarkian
pasal 1l Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1948g

berbunyi:

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih
langsung berlaku selama belum diadakan yang baroumsg
Undang-Undang Dasar ihi’*

Pemerintah Indonesia pada tahun 1948 mengeluarkan
peraturan tentang Peradilan Agama yaitu Undangamdéomor
19 Tahum 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan BaianB
Kehakiman dan Kejaksanaan. Dimana berdasarkan gnadatang
ini bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia diladsam oleh
tiga lembaga peradilan yaitu: Peradilan Umum, RknadTata
Usaha Pemerintahan, dan Peradilan Ketentaraan, ngieda

mengenai sengketa agama bagi orang Islam dijadileagadi satu

’* Abdullah Tri Wahyudi,op.cit,Hal. 13
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di Pengadilan Umum, akan tetapi hakimnya yang laemagislam

sebagai ketua dan didampingi dua orang hakim alkiim Islam.

Undang-undang No. 19 Tahun 1948 ini tidak berla&bagai
undang-undang karena Menteri Kehakiman tidak pernah
melakukan penetapan berlakunya undang-undang tgrseb
dikarenakan untuk menjadi berlakukanya sebuah yraratharus

setelah adanya penetapan dari Menteri Kehakiman.

Pada tahun 1951 pemerintah mengeluarkan Undargagnd
darurat Nomor 1 Tahun 1951. Peradilan Agama berkasa
undang-undang ini diatur tersendiri dengan Peraté@amerintah.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembemtuk
Pengadilan/Mahkamah Syari’ah untuk daerah Aceh namdang-
undang ini dicabut karena tidak dapat menyelesaikasalah bagi
daerah lainnya dan akhirnya diganti dengan PeratBemerintah
yang baru nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukagailan

Agama/Mahkamah Syari’ah di daerah luar Jawa darukée@
1.2.2.Masa Orde Baru

Masa orde baru merupakan masa pemerintahan yamgpaip
oleh Presiden Soeharto. Dimana dalam masa pentaimga pada
bulan Juli 1973, Presiden Republik Indonesia Saehmaengajukan

rancangan undang-undang perkawinan nasional ke MDewa

72 |bid, Hal. 15
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Perwakilan Rakyat (DPR), dengan tujuan untuk mesgyir
frekuensi perkawinan dan perceraian di bawah uman d
menyeragamkan undang-undang perkawinan di Indorsesiagai
bagian program persatuan Indonesia di bawah idealegara
Pancasild® Meskipun terjadi penolakan dan perdebatan akhirnya
undang-undang ini dicapai suatu kompromi yang keamud
diteriam oleh DPR pada bulan Desember 1973 danhkhsa
ketetapan hukum oleh Presiden dalam bulan Janu@r4 1
mengenai rancangan undang-undang yang kemudiatapkisa
sebagai Undang-undang No.1 Tahun 1974. Pada masa in
konsolidasi oleh umat Islam dalam membentuk Kenem#gama
berhasil yang sampai saat ini menjadi Departemeanfsg di
bawah naungan Kementrian Agama yang yudrisdiksig&ditan
nantinya dibawah Departemen Agama dan tidak metidikikum
umum untuk menjamin wewenang dan rekrutmen dan tapnu

kecendrungan serta modernisasi oleh aparat yangkektik.*

Dalam masa Orde Baru ini politik hukum pemerintatihnadap
syari'at telah jelas, bahwa dalam pembangunan hybada masa
yang akan datang syari'at merupakan pengendalnd#adasan
spiritual, moral, dan etika, yang mana secara koisginal hukum

Islam memiliki peluang besar untuk memformulasiksyari'at

7 Sudirman TebaHukum Islam di Asia Tenggara (Studi Kasus Hukurmu#la dan
Pengkodifikasiannya3andung: Penerbit Nizam, 1993, Hal. 27
" Ibid, Hal. 32
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menjadi hukum nasional (hukum positif). Politik  louk
diaktualisasikan dalam Undang-undang No.7 Tahur? X8fitang
Perbankan serta peraturannya. Secara otomatis ghut@ang ini
mengakui Bank Mu'amalat yang melakukamu’amalat
berdasarkan syari'at. Serta dalam masa orde baru ini Pengadilan
Agama mendapatkan angin segar karena terdapatgbenulaalam
penataan kehakiman di Indonesia. Dimana Pengadilan
mendapatkan pengakuan dari pemerintah bahwa Péngddjama
mempunyai kedudukan yang sejajar dan sama dengadilpe
lainnya. Seperti yang tertuang dalam Undang-unddomor 14
Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kelaras
Kehakiman pasal 10 ayat (f).Kedudukan Pengadilan Agama
semakin kokoh dengan ditetapkannya Undang-undamgond
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diundangkannyatupan
pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanastang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengadilan Agama belum ada aturannya mengenai hukum
acara tersendiri sebagaimana dikehendaki Undangrgntlo. 14
Tahun 1970, maka perkara-perkara Pengadilan Agamg sampai
upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan Panatur
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1977 dan Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor MA/Pemb/0921/1977. Dengamyala

7> Cik Hasan Bisripp.cit, Hal. 88
’® Abdullah Tri Wahyudiop.cit, Hal. 16
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peraturan ini menghapus Mahkamah Islam Tinggi dermagatan
Qodhi Besar maupun Pengadilan Agama/Mahkamah &jpari’
Propinsi yang berfungsi sebagai Pengadilan Tingaatding dan
sekaligus Pengadilan tertinggi dalam lingkungan gadian

Agama!’

Nama Pengadilan Agama di Indonesia pada tahun a870-
belum ada keseragaman nama sampai pada akhirnyataiaan
1980 Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Mentgrama
Nomor 6 Tahun 1980, dengan keputusan ini Pengadiiagkat
Pertama bernama Pengadilan Agama dan Pengadilagkalin
Banding bernama Pengadilan Tinggi Agama. Pada tal989
terwujud apa yang menjadi kehendak dari Undangaumddo. 14
Tahun 1970 dengan diundangkannya Undang-undan@ Nlahun
1989 tentang Peradilan Agarffadengan keberadaan Undang-
undang tersebut mengembalikan kedudukan Peradilgama
kepada kedudukan semula sebagai pelaksana kekuadzaman

yang sejajar dengan yang lainnya.
1.2.3.Masa Pemerintah Reformasi Pembangunan

Pada masa ini Peradilan Agama sebagai pelaksamnedazkn
kehakiman sebagaimana peradilan lainnya dalam dlakganaan

dan pengawasan dilakukan oleh dua lembaga eksekatif

7 Ibid, Hal. 17
78 Ibid, Hal. 18
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judikatif, yang mana pada tahun 1999 mengeluarkaid MPR RI
Nomor  X/MPR/1999 tentang Pokok-pokok  Reformasi
Pembangunan dalam rangka penyelamatan dan Norgmialisa
Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara menurdahya
pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi judikadén

eksekutif’®

Pengawasan tersebut mengenai Pembinaan teknisil®erad
Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung sedangkan nmeamge
keungan dan administrasi dilakukan oleh DeparterAgiama
sebagaimana diatur dalam pasall0 dan 11 ayat [dandrundang
No. 14 1970 jo. Pasal 5 dan pasal 12 Undang-unbiang Tahun
1989. Perubahan pasal 11 Undang-undang No.14 Tal8u@
dilakukan dengan diundangkannya Undang-undang No&tun
2003 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasadmak{man.
Atas perubahan ini kekuasaan Kehakiman disemuguimgan

peradilan berada di bawah Mahkamah Agtfhg.
2. Kompetensi Peradilan Agama

Kekuasaan badan peradilan agama dibagi atas kegemdgelatif
dan Kewenangan absolut serta kewenangan peradgamaa tidak

meliputi sengketa hak milik.

7 |bid, Hal. 19
% |bid, Hal. 20
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Kekuasaan relatif rélative competentjeadalah kekuasaan dan
wewenang yang diberikan antara pengadilan dalagkuimgan peradilan
yang sama atau wewenang yang berhubungan dengayalvihukum
antara Pengadilan Agama dalam lingkungan Peraditema. Misalnya
antara Pengadilan Agama Bandung dengan pengadij@amaaBogof?!
Pada dasarnya setiap permohonan atau gugatan yajukad ke
Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediarteagugat, kepada
salah satu tergugat jika tergugat terdapat lebihsddu, ditempat tinggal
penggugat jika keberadaan tergugat tidak diketdhuoitidak dikenal, ke
pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak dzeryang tidak
bergerak, apabila objeknya berupa benda tak béggefan gugatan
diajukan kepada pengadilan yang domisilinya dip#ipabila dalam suatu

akta tertulis ditentukan domisili pilihan.

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama yaitu mengesdiamm-
perkara yang dapat diselesaikan seperti mengerkawwman, kewarisan,
wasiat, hibah, wakaf, serta sedekah, dan ekonoari'aly seperti yang
tertuang dalam pasal 49 sampai 53 Bab Il Undardang No.7 Tahun
1989% yang dimaksud dengan perkawinan di jelaskan dalacang-
undang No.1 Tahun 1974 diantaranya izin beristhinledari satu,
dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, percerkéena talak,

gugatan perceraian, penyelesaian harta bersansgoutantang sah atau

® |bid, Hal. 87

#2 Busthanul Arifin,Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia (Akar Sejarembatan dan
Prospeknya)Jakarta: Gema Insani Press, 1996, Hal. 94
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tidaknya seorang anak dan sebagainya. Kewenandmdamg kewarisan

menurut pasal 49 (3) ialah;

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentu@ngenai harta
peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahlrisyvadan
melaksanakan pembagian harta warisan tersebut damekangan
absolut lainnya adalah wasiat dan hibah yang dikdu bedasarkan
hukum Islam serta wakaf dan sedeRah

3. Prosedur Beracara di Peradilan Agama

Dalam berperkara para pihak dalam mengajukan perkarus
melalui beberapa prosedur. Prosedur tersebut kidih dilewatkan salah
satunya karena dapat mempengaruhi dalam melakukaacdra di
Pengadilan Agama, untuk melakukan proses persidadg&engadilan
Agama dimulai dengan pengajuan permohonan setelakas pihak yang
berperkara menunggu surat panggilan untuk melakskdang pertama
yang di dalamnya memuat mengenai pembacaan ispdariohonan dari
pemohon. Dalam sidang pertama sudah selesai jilak germohon mau
menjawab dari pembacaan isi pemohon maka dilamuskdang kedua
yang sudah disepakati bersama hari dan tanggaigioegitu seterusnya
sampai keputusan oleh hakim sebagai hasil akrandahelakukan proses

beracara di Peradilan

Mengenai prosedur tersebut akan penulis jelaskdagsémana

berikut:

8 \bid, Hal. 9
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Untuk mengawali prosedur beracara di Pengadilanm&ggaitu
dengan pengajuan Gugaﬁ%\ratau Permohondh Dalam hal pengajuan
gugatan ini dapat berupa gugatan/permohonan sésam tertulis, dan
lewat Kuasa Hukum. Pada prinsipnya semua gugatangbh®nan harus
dibuat secara tertulis, akan tetapi jika penggpeatbhon tidak dapat
membaca dan menulis, gugatan/permohonan dapakaiagecara lisan
kepada Ketua Pengadilan AgaffisSurat gugatan/permohonan tersebut
dibuat rangkap enam atau sesuai dengan kebutediperlukan yaitu
untuk penggugat/pemohon, tergugat/termohon selghihdiberikan
kepada majelis hakim dan jika hanya membuat sahgkep maka

dilegalisir oleh panitera sejumlah yang diperlukan.

Dalam surat gugatan/permohonan harus terdapatitaenpara
pihak secara jelas meliputi nama yang dilengkapibimti dan aliasnya
jilka punya, umur, agama, pekerjaan, tempat tingbabi yang tidak
diketahui tempat tinggalnya ditulis tempat tinggahg dulu ia tinggal),
serta kewarganegaraan jika perlu, selanjutnya petdaosita (tentang

keadaan/peristiwa) untuk dijadikan dasar/alasanatgugpermohonan.

8 Surat Gugatan (perkara kontentius) ialah suatat yang diajukan oleh penggugat kepada
Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat amtutk yang di dalamnya mengandung
suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar éangesneriksaan perkara dan pembuktian
kebenaran suatu hak.

8 Surat Permohonan (perkara voluntair) ialah suammphonan yang di dalamnya berisi
tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkemmmt terhadap suatu hal yang tidak
mengandung sengketa, sehingga badan peradilanrgangadili dianggap sebagai suatu proses
peradilan yang bukan sebenarnya. Pengajuan seratoponan ini seperti penetapan wali
pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untukakeédan tindakan hukum, penetapan
pengangkatan wali, penetapan pengangkatan anadt itkah, penetapan wali adhol dsb.

8 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Aganagyakarta: Pustaka
Pelajar, Hal. 40
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Posita tersebut memuat alasan yang berdasarkaa diakt alasan yang
berdasarkan hukum, dan yang terakhir mengpaéium yaitu tuntutan

penggugat/pemohon agar dikabulkan oleh hakim.

Mengajukan gugatan perdata dapat terjadi hal-hafj yaungkin
terjadi yaitu penggabungan gugafanperubahan gugatdf, dan

pencabutan gugatih

Setelah pembuatan gugatan/permohonan jadi kemddiprkan ke
Pengadilan untuk didaftarkan ke bagian penerimaaorats
gugatan/permohonan melalui meja satu dimana dalaja reatu ini
penggugat/pemohon diberi penjelasan untuk membas@ar atau uang
muka untuk proses persidangan setelah dari meja kamudian
penggugat/pemohon menuju meja dua dengan membawdi bu

pembayaran serta surat gugatan/pemohon rangkapgamelisertai Surat

87 penggabungan gugatan dapat terjadi dalam tigaikigrertama,perbarengan model ini
dapat terjdi apabila seorang penggugat mempunyzrbpa tuntutan yang menuju pada suatau
akibat hukum saja. Apabila satu tuntutan sudahetarpi, maka tuntutan yang lain dengan
sendirinya terpenuhi pula. Misalnya dalam perkagdi wdhal, dispensasi nikah, dan izin nikah
digabung menjadi satlkeduapenggabungan subjektif model ini dapat terjadi dagienggugat
lebi dari satu orang melawan satu orang lebih pegaigatau sebalikny&etiga, penggabungan
komulasi objektif ialah penggugat mengajukan ledéini satu objek gugatan dalam satu perkara
sekaligus. (ada tiga dalam komulasi objektif yaitgk diperkenankan 1. Penggabungan antara
gugatan yang diperiksa dengan acara khusus (p&ncgrdengan gugatan lain yang harus
diperiksa dengan acara biasa misalnya mengenagkgaglaan perjanjian, 2. Penggabungan dua
atau lebih tuntutan yang salah satu diantara hafantidak berwenang secara relatif untuk
memeriksanya, 3. Penggabunagnmengenai bezit detugémtan mengenai eigendom ). Lihat
bukunya Abdul Manamp.cit, Hal. 41

8 Pperubahan gugatan ada 4 (1), diubah sama seMalindartian baik posita maupun
petitum, (2), diperbaiki, maksudnya suatu perbaite@hadap gugatan berarti hal-hal tertentu dari
gugatan itu bisa diperbaiki misalnya kekurangama ketlimat, atau kesalahan ketik, (3), dikurangi,
maksudnya suatu gugatan dikurangi berarti ada bdgigian tertentu dari posita atau petitum
gugatan yang dikurangi, dan (4), ditambah, yaitts gugatan ditambah berarti bagian posita dan
petitum di tambahlbid, Hal. 44

8 pencabutan gugatan dapat dilakukan sebelum gugéariksa di dalam persidangan,
sebelum tergugat memberikan jawaban, dan sesudpalyéd memberikan jawabaibid, Hal. 46
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Kuasa setelah selesai meja kedua menyerahkan kensomht
gugatan/permohonan kepada pihak berperkara setelatat dan dikasih
nomor urut untuk sidang kemudian para pihak yaerpdrkara akan
dipanggil oleh juru sita/juru sita pengganti untukenghadap ke
persidangan, selambat-lambatnya tujuh hari Ketuay&dilan menunjuk
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkdedam sebuah
penetapan, untuk membantu Majelis Hakim dalam mesgi&an perkara

ditunjuk seorang atau lebih Panitera sid&hg.

Proses pemeriksaan perkara perdata di depan sididaigikan
melalui tahap-tahap dalam hukum acara perdatapaahiersebut sebagai

berikut:
a. Pembacaan Gugatan

Dalam setiap pemeriksaan perdata di pengadilan liglajgakim
mengupayaka damai antara kedua belah pihak jikak tidapat
didamaikan kemudian dilanjutkan ke pembacaan gonga&abelum
dibacaka peggugat berhak meneliti ulang menengsiaiuh materi

yang ada.

Apabila dalam sidang pertama tergugat tidak hadikarsidang dapat
ditunda untuk di panggil sekali lagi. Jika dalamackali atau lebih
panggilan secara resmi tergugat tidak hadir pul&anmakim dapat

memutuskan perkara dengan putusaferstek. Apabila telah

%% Mukti Arto, op.cit, Hal.61
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dijatuhakan putusarVerstek dan ternyata penggugat mengajukan
banding maka tergugat tidak dapat mengajukarzetmelainkan ia
boleh juga mengajukan banding, tetapi jika penggugdak
mengajukan banding maka tergugat tidak boleh mekgajbanding
melainkan hanya boleh mengajukdearzet Jika majelis hakim sudah
memutuskan sedangkan tergugat masih belum puas ma#lapat
mengajukan banding. Pengajuanverzetatau banding ini paling

lama 14 hari setelah diputuskan oleh Majelis Hakim.
b. Jawaban tergugat

Setelah pembacaan gugatan selesai dan dipertahalekapenggugat,
maka tergugat dpat mengajukan jawaban baik daldangiitu juga
maupun dalam sidang berikutnya. “Jawab jinawab dapat
berlangsung sekurang-kurangnya 3 kali. Namun jikewap-
jinawabnya terjadi secara lisan maka acaranya akelnih

sederhana®
c. Replik penggugat

Replik penggugat adalah jawaban/tanggapan darigogjad/pemohon

atas jawaban yang diajukan /disampaikan oleh tatgegmohorn’

°! Mukti Arto, op.cit, Hal.89

92 Disampaikan oleh Ahmad Sofwan. Dalam acara pelatisimulasi persidangan yang
diselenggarakan oleh HMJ Hukum Perdata Islam Fg#tri'@h IAIN Walisongo Semarang, pada
hari Jum’at tanggal 17 Juni 2011, Hal.1

* Ibid
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d. Duplik tergugat

“Sedangkan duplik adalah jawaban/tanggapan dajug@at/termohon

atas replik yang diajukandisampaikan oleh pengdpeatohon™®*

e. Pembuktian

Dalam hal pembuktian menurut pasal 1866 KUHPer-alkdtt bukti

terdiri atas®

Bukti tulisan/surat

Bukti dengan saksi

Persangkaan

Pengakuan dan

Sumpah

f. Kesimpulan

Dalam tahapan ini baikk penggugat/pemohon  maupun
tergugat/termohon diberi kesempatan untuk mengajus@ndapat
akhir yang merupakan hasil pemeriksaan selama gidariangsung,

menurut pandangan masing-masing.

9% |y
Ibid
% tp, KUHPer, KUHP, KUHAP Yogyakarta: Pustaka Yustisia, cetakan I, Hal. 440
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g. Putusan hakim

Putusan Hakim ialah pernyataan Hakim yang dituamgialam
bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalamrsjderbuka untuk
umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara ei@antentiug,
sedangkan penetapan ditujukan untuk perkara pemaoho
(voluntair), dan akta perdamaian ialah akta yang dibuat biim
yang berisi hasil musyawarah antara para pihakndasengketa
kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlakagséputusar®
Setelah selesai putusan dan sudah mendapatkan hekam tetapi
salah satu pihak tidak puas dengan putusan tersebait dapat
mengajukan Bandiny.Jika tidak puas lagi bisa mengajukan Kag&si.
Apabila tidak puas lagi dapat mengajukan Penijatembali (PKY®

sebagai usaha/upaya terakhir dalam proses persidang
4. Asas Personalitas Keislaman

Peradilan agama dalam melaksanaan kekuasaannygpderasas
yang secara umum harus diberlakukan, diantaranya yengenai asas
personalitas Ke Islaman. Asas personalitas merupakasar awal dari

peradilan untuk menjalankan sesuai dengan kompejenyang mana

°® Mukti Arto, op.cit, Hal.251

" Upaya Banding ialah mohon supaya perkara yanghsdifaitus oleh Pengadilan tingkat
pertama diperiksa ulang oleh Pengadilan yang Iébipgi karena merasa belum puas dengan
keputusan Pengadilan tingkat pertaitbéd, Hal.280

*® Upaya Kasasi ialah pembatalan putusan oleh Mahkagahg. lbid, Hal.292

* Upaya hukum Peninjauan Kembali ialah meninjau kedimmatusan perdata yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, karena diketadithdl baru yang tidak dapat diketahui oleh
Hakim, sehingga apabila hal-hal itu diketahuiny&anputusan lain akan menjadbid, Hal.303
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dalam asas personalitas disebutkan bahwa penymlegmrakara di
Pengadilan Agama merupakan pengadilan untuk oreamggo yang
beragama Islam, hal tersebut tidak hanya untukgotslam akan tetapi
orang non-muslim juga dapat menyelesaiakan perkiar@engadilan

Agama asalkan akad awalnya menggunakan syarianlsl

Asas Personalitas Ke Islaman tersebut telah ddglam Undang-
undang No. 7 Tahun 1989 yang tertuang dalam pagarfelasan umum

angka 2 alenia ketiga dan pasal 49 ayat 1. Yarigubgr:

“Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaarakietan bagi
rakyat pencari keadilan yang beragama Islam menggeakara
perdata tertentu.....” 2%

Isi dari asas personalitas keislaman sebagai desaenangan

Pengadilan Agama adalah sebagai beriut:

a. Suatu perkara yang menyangkut status hukum searasljm atau

b. Suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatasfipea hukum
yang dilakukan/terjadi berdasarkan Hukum Islam dtexkaitan erat
dengan status hukum sebagai seorang muslim, dalelmarga
sebagaimana dimaksud pasal 49 Undang-undang. 98%/1

2. PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN

AGAMA

Peran advokat dalam sistem peradilan di Indonesiagat
signifikan sekali karena advokat tidak boleh menatbath ras, agama, suku,

warna kulit dan lain sebagainya dalam melakukarktpka memberikan

100

M.Yahya Harahapop.cit Hal. 37
191 Mukti Arto, op.cit, Hal. 6
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bantuan hukum di Pengadilan, karena sejarah dinegla menunjukkan
kontribusi signifikan dari kalangan advokat terhageelaksanaan bantuan
hukum secara cuma-cumagprddeg, serta lembaga-lembaga hukum di
Indonesia kini tumbuh kian pesat, juga tidak lepapenuhnya dari peran
advokat. Dimana dalam masalah yang genting dalansamsetelah
kemerdekaan terjadi masa transisi untuk pelegalaokat secara nasional di
Indonesia dan pembelaan secara keseluruhan terhradaparakat karena
hanya orang-orang tertentu yang mendapat bantu&onmhwan sampai
akhirnya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADINngembil keputusan
untuk mendirikan lembaga bantuan hukum yang dimd&i Jakarta dan
mengembangkan pola bantuan hukum struktural yaoiyy lmenonjol sikap

kritisnya kepada pengua¥.

Peran advokat dalam sistem peradilan terbukti dadigatuhkan
dalam masalah penyelesaian di Pengadilan karera gdwokat mereka
mengetahui secara jelas mengenai proses beracaPendjadilan baik di
Pengadilan Umum maupun di Pengadilan Agama. Peialoukersebut
terlihat sekarang ini seperti timbul banyaknya lag#@glembaga bantuan
hukum maupun konsultan-konsultan hukum dalam metobaenyelesaikan
masalah yang ada, ditambah lagi dengan adanya kegan advokat untuk
membantu penyelesaian perkara baik di dalam pelagaditigasi) maupun

di luar pengadilannon-litigas). SepertiMediasidanNegosiasi

1% Binziad Kadafi , dkkpp.cit, Hal. 177
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Munculnya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentadgoRat
yang berarti fungsi Advokat sudah jelas keberadgankarena di dalam
undang-undang tersebut dijelaskan mengenai Advekatra keseluruhan
mulai dari pengangkatan, kode etik, serta kewenangeereka dalam
memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yamgari keadilan di
penghujung pencariannya dalam menyelesaiakan pet&eakhir mereka di

Pengadilan Agama maupun PengadIn yang lainnya.



